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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    204      TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KORPS MUSIK KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang  : 
	a. 
	bahwa untuk mengiringi upacara-upacara Hari Besar Nasional maupun Daerah agar lebih hikmat perlu membentuk Satuan Korps Musik yang profesional; 



	
	b.  
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Satuan Korps Musik Kabupaten Bantul; 



	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;



	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 


	
	4. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	5.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;



	
	6. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;



	
	7.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bantul;



	
	8. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor  1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;



	
	
	MEMUTUSKAN :


	Menetapkan 
	: 
	

	KESATU 
	: 
	Membentuk Satuan Korps Musik Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 



	KEDUA 
	: 
	Tugas Satuan Korps Musik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  adalah mengiringi kegiatan upacara-upacara yang bersifat Nasional maupun Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. 



	KETIGA 
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Korps Musik bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul. 



	KEEMPAT 
	: 
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009. 



	KELIMA 
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009. 




Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

Salinan Keputiusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Komandan Kodim 0729 Bantul;

4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;

5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se Kabupaten Bantul;

6. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

=================================================

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    204      TAHUN 2009
TANGGAL  7 Agustus 2009
SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1. 
	Pembina 
	Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bantul

	

	2. 
	Ketua I
	Ka.Sub.Bag Tata Usaha Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul


	

	
	Ketua II
	Ka.Sie wawasan Kebangsaan Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul


	

	3. 
	Sekretariat


	Unsur Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul


	Sudarno

	4. 
	Pengelola Alat
	Unsur Kantor Kesbanglinmas 
Kab. Bantul


	1. Markus Sukiman

2. Dodo

	5.
	Anggota Korps Musik Kab. Bantul :
	
	

	
	a. Dirigen
	1. Unsur Bagian Humas dan Informasi Kab. Bantul

2. Unsur Dinas Perindagkop Kab. Bantul


	Novita Pristiani Dewi

Subaryoto

	
	b. Genderang
	1. Unsur Dinas Perindagkop
 Kab. Bantul

2. Unsur Bappeda Kab. Bantul

3. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul

4. Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul

5. Unsur Kodim 0729 Bantul

6. Unsur PNS Kodim 0729 Bantul
	Suwarjo. B

Ribut Sukirno

Supriyoko

Watiman

1. Siswanta

2. Serda Suyono
1. Mulyadi

2. Warjiyono



	
	c. Penabuh Belera
	1. Unsur Kantor Kesbanglinmas 
Kab. Bantul
2. Unsur KPUD Kab. Bantul
	1. Sujati Saputro

2. Sukarman
Martupon



	
	d. Penabuh Simbal
	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul
	Sumarjoko



	
	e. Penabuh Tenor
	1. Unsur Bagian Kepegawaian 
Setda Kab. Bantul

2. Unsur Kecamatan Pundong 
3. Unsur Kecamatan Kretek 
4. Unsur Kodim 0729 Bantul

5. Unsur PNS Kodim 0729 Bantul

6. Unsur PMD Kab. Bantul

	Nanang Mujiyanto

Irawan Kurnianto

Dewanto Dipoyono

Kopda Sugiyanto

Y. Sugiran

Sumantana

	
	f. Bas Dram
	1. Unsur Bagian Hukum Setda 
Kab. Bantul

2. Unsur Bagian Humas dan Informasi Kab. Bantul
	Wadiyono

Widi Purwanto



	
	g. Peniup Terompet
	1. Unsur Dinas P & K Kab. Bantul

2. Unsur Perpustakaan Kab. Bantul

3. Unsur Kantor Kesbanglinmas 
Kab. Bantul

4. Unsur PNS Kodim 0729 Bantul

5. Unsur Kodim 0729 Bantul
	Suwarjo

Sumardiyono

Dwi Wantoro

Mahyudin

1. Totok Siswanto

2. Ngadiran

3. Wahyuri




BUPATI BANTUL,

M.IDHAM SAMAWI 
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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR            TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (EKOSOSBUD), KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG HAK SIPIL DAN POLITIK (SIPOL) DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PEMBANGUNAN

DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2004 - 2009
BUPATI BANTUL,

	Menimbang  : 
	a. 
	bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bupati Bantul

Nomor : W.22-230-PR.09.05 Tahun 2005; 
Nomor : 06 Tahun 2005

telah dibentuk Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Bantul Tahun 2004 – 2009; 


	
	b.
c.  
	bahwa sesuai diktum KELIMA Keputusan Bersama Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bupati Bantul sebagaimana tersebut pada huruf a, Panitia RANHAM Kabupaten Bantul tersebut dalam melaksanakan tugasnya perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sesuai kebutuhan dengan Keputusan Bupati ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul selaku … Panitia RANHAM Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) HAM Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud), Kelompok Kerja (Pokja) HAM Bidang Hak Sipil dan Politik (Sipol) dan Kelompok Kerja (Pokja) HAM Bidang Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2004 – 2009;   



	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;



	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia;


	
	4.
5.

 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	6.
 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

   

	
	7.

	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;


	
	8.
 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bantul;

 

	
	9.
 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;


	
	10.
 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;


	
	11.

	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Angaran 2008;  
MEMUTUSKAN :



	Menetapkan 
	: 
	

	KESATU 
	: 
	Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud), Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Hak Sipil dan Politik (Sipol) dan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pembangunan di Kabupaten Bantul 2004 -2009 

	KEDUA 
	: 
	Kelompok agribisnis peternakan dan perikanan yang menduduki peringkat pertama berhak mewakili Kabupaten Bantul dalam evaluasi bidang peternakan dan perikanan tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008.

 

	KETIGA 
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul .

 

	KEEMPAT 
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .


Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

Salinan Keputiusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Bantul;

5. Kepala Dinas PKP Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

========================sk tahun 2008=========================

